BAB YV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan dari dari hassil penelitian terhadap

pemenuhan 17 standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Layanan
Pengadaan Scara Elektronik Kementerian dan Lembaga dengan pembatasan
penggunaan sampel 9 LPSE Kementerian dan Lembaga dengan pagu anggaran
besar, sedang, dan kecil baik yang sudah memenuhi maupun belum memenuhi 17
standar LPSE yang dinilai dapat mewakilkan LPSE Kementerian dan Lembaga yang
sudah dan belum memenuhi 17 standar LPSE. Secara keseluruhan pemenuhan 17
standar LPSE pada LPSE yang dikelola oleh masing-masing Kementerian dan
Lembaga dari total LPSE yang diselenggarkan oleh Kementerian dan Lembaga
dengan total 62 LPSE dari total tersebut baru 25 LPSE yang memenuhi 17 standar
sehingga dapat disimpulkan bahwa lebih dari 50% LPSE belum memenuhi 17
standar LPSE yang berarti instansi Kementerian dan Lembaga yang bersangkutan
belum dapat mencapai reformasi birokrasi yang baik, UKPBJ belum mencapai
tingkat kematangan level proaktif, dan indeks tata kelola pengadaan (ITKP) yang
dikelola oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga masih rendah sehingga
pemenuhan 17 standar LPSE menjadi sebuah hal yang penting agar pelayanan
publik yang dikelola masing — masing LPSE Kementerian dan Lembaga menjadi

baik. Hal tersebut dijabarkan melalui 4 aspek penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi standar LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah
dan belum memenuhi 17 standar LPSE

Implementasi standar LPSE dalam konteks ini dapat diartikan sebagai

penerapan kepatuhan dari standar LPSE yang sudah ditentukan oleh Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk seluruh Layanan Pengadaan
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Secara Elektronik yang diselenggarakan di LPSE Kementerian dan Lembaga. Dalam
hal ini LKPP berusaha melakukan evaluasi terkait kebijakan 17 standar LPSE yang
sudah dipenuhi dan belum dipenuhi guna peningkatan kualitas pelayana publik yang
diberikan oleh LKPP kepada LPSE Kementerian dan Lembaga serta layanan publik
yang diberikan dari LPSE Kementerian dan Lembaga kepada stakeholder terkait
pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik.  Walaupun dalam
implementassinya standar LPSE masih terdapat kendala yang ditemui oleh LPSE
Kementerian dan Lembaga baik yang sudah memenuhi maupun belum memenuhi 17
standar LPSE, namun telah dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan
publik yang diberikan. Selain itu dilakukan pembaharuan untuk beberapa standar
yang dirasa perlu dilakukan pembaharuan serta dilakukan pemantauan dari instansi
Pembina kepada LPSE Kementerian dan Lembaga baik yang sudah memenuhi dan
belum memenuhi 17 standar LPSE untuk dilakukan evaluasi dan pengawasan
kepatuhan kebijakan serta pembaharuan kebijakan yang dilaksanakan pada kurun
waktu tertentu dengan beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Selain
itu diperlukan pembaharuan kebijakan yang mengikat untuk pemberiaan reward atau
punishment bagi LPSE yang optimal dalam penyelenggaraan layanannya dan
hukuman bagi LPSE yang belum optimal dalam penyelenggaraan layanannya.
Implementasi standar LPSE dinilai menjadi suatu hal yang penting karena
LPSE menjalankan kebijakan standar LPSE sebagai dasar penyelenggaraan layanan
pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan pada masing — masing

Kementerian dan Lembaga.

. Faktor Pendukung Pemenuhan 17 standar LPSE bagi LPSE Kementerian dan
Lembaga yang Sudah Memenuhi 17 standar LPSE

Dalam pemenuhan 17 standar LPSE yang dilakukan oleh LPSE Kementerian
dan Lembaga ditemukan bahwa terkait dengan faktor pendukung ini, LPSE

Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi 17 standar LPSE cenderung
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memiliki faktor pendukung yang beririsan dengan faktor pendukung yang dialami
oleh LPSE Kementerian lainnya baik yang memiliki pagu anggaran besar, sedang
hingga kecil. Misalnya saja komitmen dan dukungan pimpinan, karena pimpinan
merupakan pengarah dan penentu, maka dapat disimpulkan bahwa bila tidak adanya
dukungan dan komitmen pimpinan, LPSE tidak dapat memenuhi 17 standar LPSE
serta faktor-faktor pendukung lainnya.

Terkait dengan faktor pendukung pemenuhan 17 standar LPSE ini diperlukan
adaptasi dan kesadaran bagi LPSE yang belum memenuhi 17 standar LPSE serta bagi
LKPP untuk lebih memantau kembali dan mendorong pemenuhan 17 standar LPSE
di level pimpinan LPSE dan UKPBJ Kementerian dan Lembaga agar seluruh LPSE

Kementerian dan Lembaga dapat segera memenuhi 17 standar LPSE.

. Faktor Penghambat Pemenuhan 17 Standar LPSE bagi LPSE Kementerian dan
Lembaga yang Belum Memenuhi 17 Standar LPSE

Dalam upaya pemenuhan 17 standar LPSE yang dilakukan oleh LPSE
Kementerian dan Lembaga dengan pagu anggaran besar, sedang, dan kecil yang
belum memenuhi 17 standar ini, ditemukan bahwa terkait penghambat yang ditemui
cenderung bervariatif adapun penghambat yang beririsan seperti masalah reorganisasi
yang dirasa menjadi batu sandungan bagi LPSE Kementerian Agama dan LPSE
Kementerian Luar Negeri dalam upaya pemenuhan 17 standar LPSE. Selain itu
masalah yang ditemui juga tidak hanya berasal dari internal, namun juga ditemui
pengnhambat yang berasal dari eksternal dalam hal ini LKPP selaku instansi Pembina
LPSE. Selain itu penghambat pemenuhan juga didapat dari musibah bencana yang
tidak dapat dihindarkan seperti yang dialami LPSE Kejaksaan Agung yang
mengalami musibah kebakaran pada tahun 2020. Serta LPSE Kementerian Luar
Negeri yang menilai ada beberapa kebijakan di standar LPSE yang dinilai cukup
menyusahkan pihak LPSE Kementerian Luar Negeri untuk memenuhi standar

tersebut.
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4. Strategi Pemenuhan 17 Standar bagi LPSE yang Sudah Memenuhi 17 standar
LPSE
Dalam pemenuhan 17 standar LPSE diperlukan strategi yang dilakukan oleh
masing-masing LPSE demi mencapai pemenuhan 17 standar LPSE. Strategi yang
dilakukan oleh LPSE Kementerian dan Lembaga yang sudah memenuhi 17 standar
baik dengan pagu anggaran besar, sedang, maupun kecil, masing — masing memiliki
caranya sendiri. Dari strategi yang dilakukan dapat disimpulkan untuk strategi yang
dilakukan cenderung beririsan antaran strategi yang dilakukan antar LPSE
Kementerian dan Lembaga yang satu dengan lainnya. Misalnya saja Benchmark
dilakukan oleh LPSE Kementerian Kesehatan, LPSE Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan serta LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan. Permohonan
pendampingan kepada instansi Pembina dilakukan juga oleh LPSE Kementerian
Kesehatan dan LPSE Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun ada satu LPSE
yang memiliki strategi khusus yaitu LPSE BRIN yang melakukan koordinasi pada
level atas terkait dengan perubahan organisasi sekala besar.
Strategi — strategi ini dapat dijadikan acuan dan diadaptasi oleh LPSE
Kementerian dan Lembaga yang belum memenuhi 17 standar LPSE karena dalam
upaya pemenuhan 17 standar LPSE diperlukan sebuah strategi untuk mencapai

pemenuhan tersebut.
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B. Saran

Dari kesimpulan yang dijelaskan diatas, peneliti mencoba memberikan
saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan pemenuhan 17 standar
LPSE pada LPSE Kementerian dan Lembaga, sebagai berikut :

1. LPSE Kementerian dan Lembaga yang Sudah Memenuhi 17 Standar LPSE :
perlu melakukan evaluasi dan monitoring untuk peningkatan pelayanan
pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh masing-masing
Kementerian dan Lembaga secara berkala sesuai kurun waktu ideal yang
ditentukan.

2. LPSE Kementerian dan Lembaga yang Belum Memenuhi 17 Standar LPSE :
perlu segera berkomitmen untuk melakukan pemenuhan guna peningkatan
layanan dari layanan yang diselenggarakan serta komitmen bersama dari
masing — masing level di LPSE nya untuk berkomitmen menyusun dokumen —
dokumen standar LPSE yang diperlukan dalam penilaian standar LPSE.

3. LKPP selaku Instansi Pembina LPSE : melakukan pengawasan bagi LPSE yang
sudah dan belum memenuhi 17 standar LPSE, mendampingi LPSE yang belum
memenuhi 17 standar secara intensif, menambah personil yang melakukan
pendampingan pemenuhan standar LPSE karena LPSE Kementerian dan
Lembaga yang belum memenuhi 17 standar LPSE cukup banyak, melakukan
kegiatan advokasi terkait pentingnya pemenuhan 17 standar LPSE, melakukan
coaching clinic rutin bagi LPSE yang memenuhi 17 standar, melakukan
evaluasi kebijakan secara berkala sesuai dengan waktu ideal yang ditentukan,
melakukan pemberian reward sebagai wujud penghargaan bagi LPSE yang
sudah memenuhi 17 standar dan dapat menyelenggarakan layanan pengadaan

secara elektronik sesuai dengan kebijakan yang ditentukan.
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